BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR /7 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Mcnimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah  Kabupaten Sumcnep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Sumenep, perlu menctapkan  Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pclaksana Tcknis pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Sumencep.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Ncegara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia Nomor 5587)
schagaimana (clah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




Menctapkan

4. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pcmbentukan  Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Ncgara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Necgeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

8. Peraturan Dacrah  Kabupaten Sumcencep Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Dacrah  (Lembaran  Dacrah Dacrah
sumenep Tahun 2016 Nomor 10);

9. Pcraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
sumenep (Lembaran Dacrah Dacrah Sumenep Tahun
2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan ini yvang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumencep;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
sumecenep;

3. Bupat adalah Bupati Sumenep;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;

5. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupau
dalam penvelenggaraan pemerintahan dacrah vang
terdirt atas Sckretariat Dacrah, Sckretariat DPRD,
Inspcktorat, Dinas Dacrah, Badan Dacrah, dan
Kecamatan;




6. Dinas Dacrah  adalah  Dinas Pertantan Tanaman
Cangan, Hortikultura dan Perkebunan  Kabupaten
sSumencp; :

7. Unit Pclaksana Tcknis vang sclanjutnyva discbut UPT
adalah Unsur pclaksana tcknis opcrasional dinas
Pertanian Tanaman  Pangan, Horukultura = dan
Perkebunan; S :

8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Hortikultura ddn:Perkebunans ;

9. Jabatan Struktural adalah suatu: kédudukan i vang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak scorang Aparatur Sipil Negara  dalam' rangka
mcemimpin  suatu  satuan  organisasi - perangkal
daerah; dan :

10. Jabatan  FFungsional adalah  kecdudukan  vang
menunjukkan tugas, ctangeungjiawab, woewenang dan
hak scorang Aparatur Sipil Negara  dalam suatu
satuan organisasi vang dalam pclaksanaan tugasnya
didasarkan pada kecahlian dan/atau kelerampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II O P
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) UPT merupakan unsur pclaksana kegiatan teknis
opcrasional dan/atau kegiatan  tcknis  penunjang
tertentu  di bidang  Pertanian Tanaman. Pangan,
Horukultura dan Perkebunan. L

(2) UPT dipimpin olch Kepala vang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT
Pertanian . Tanaman  Pangan, Hortikultura  dan
Perkebunan Kecamatan Kelas A, terdiri dart -

a. UPT Pertanian Tanaman Pangan; Hortikultura dan
Perkebunan Kecamatan Kota Sumenep; y

b. UPT Pertanian Tanaman Pangan, l~l<>r‘_li‘1-\;uli.m‘e» dan
Perkebunan Kecanratan Batuan; P

c. UPT Pertanian Tanaman Pangan; Hortikultura dan
Pcrkebunan Kecamatan Kalianget; : : s

d. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kecamatan Manding; . -

UT Pertanian Tanaman Pangan, Horukualtura dan

Perkebunan Kecamatan Talango;. : SR

. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura: dan

Perkebunan Kecamatan Bluto;

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hontikultura dan

Perkebunan Kecamatan Saronggi; - . -

h. UPT Pertanian Tanaman Pangan; Hontikultura dan
Perkebunan Kecamatan Lenteng; 0o 0
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V.

W.

UPT Pertanian Tanaman mw(m Hor 1lxullura
Perkebunan }\((dl’n«ll(ln (1111”( nUnw ’

UPT Pertanian 'l(mflm(m )zmmm ll()lifikLlll.lil"d
Perkebunan Kecamatan Guluk-Guluk;:

UPT Pertanian Tanaman Pangan, H()rul\u]luxa
Perkebunan Kecamatan Ganding;

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hmhl\ullum
Perkebunan Kecamatan Prdga(m

UPT Pertanian l"fmaman Jangan, 'H()rnkullum
Perkebunan I\Ccam(lt(m /\mbuntcn : '

UPT Pertanian l(m(lm(m mqan H()I‘lll\llllllld
Perkebunan Kecamatan Pe 1&()1105()11;4111 R

UPT Pcrtanian Tanaman Pangan, H()rlll\ullum
Perkebunan Kecamatan Dasuk; .

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hort,ikultura
Perkebunan Kecamatan Rubaru;

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

Perkebunan Kecamatan Bal(mu ~ Batang;.
UPT Pcrtanian I‘cmamm Pangan, Hortikultura
Perkebunan Kecamatan Bdlupullh

UPT Pertanian Tanaman Panga H()rtlkultulc{

Perkebunan Kecamatan Dunwkck' o
UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikulture
Pcrkebunan Kecamatan Gapura; . . .

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura ¢

Perkebunan Kecamatan Gavam;
UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hmul\ullur(l
Perkebunan Kecamatan Nonggunong;«

UPT Pecrtanian Tanaman Pangan, H()rnkullum
Perkebunan Kecamatan Ra’as; R
UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura
Perkebunan Kecamatan Masalembu; :
UPT Pcertanian Tanaman Pangan, H ()rlll\ullum
Perkebunan Kecamatan /\r;asa

UPT Pcrtanian Tanaman Pangan, H()I‘Hl\lllllllcl
Perkebunan Kecamatan Kangavan; dan

. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

Perkebunan Kecamatan Sapeken,
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Pasal 3 B
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Susunan Organisasi UPT: se b(lg(mn(ma dimaksud cidlam
Pasal 2 ayat (3), terdiri dtds - ‘ E

a. Kepala UPT; H : .
b. Sub Bagian Tata Usaha : i ‘

C. Pclaksand urusan; dan -

d. Kelompok Jabatan Fungsi(m;ll',

‘ :I?ésal 4

Bagan Struktur Orgmmlsl upPT. sobagnmmm dimaksud
dalam Pasal 3 S(‘bdg(llll’ldl’l(l tcrcantum dalam Lampiran
merupakan bagian tidak ‘terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini. IR

yang




BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Baglan Kesatu
UPT Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebun'ln Kecamatdn

* Pasal 5 i

(1) UPT Pcrtanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kecamatan scbagaimana dimaksud Pasal
2 avat (3) mempunvai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dibidang pertanian di Kecamatan,

(2) Dalam mclaksanakan "!ngilSp schagaimana  dimaksud
pada ayat (1), UPT "Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Per rkebunan Necamatan,
menyelenggarakan funwm f
a. pclaksanaan urusan su_rai 'mcn:’\jur'zlt‘, pengetikan,

pengeandaan, pcndi‘s'tri‘}“)uSielh‘ dan tata kearsipan,
b, pelaksanaan pengolahan data dan 1)(‘1’1.\'usunén
rencana kegiatan unit pclaksana teknis Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pcrkebunan

-
. Lo

Kecamatan; o _

c. pclaksanaan koordinasi, pembinaan dan
pelavanan teknis® di »Bid;mg’ produkst tan aman
pangan, ugribisnfsz,’ sumber dava, perkebunan dan
penvuluhan; o : |

d. pelaksanaan pcmelihamzm peralatan,
perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;

c¢. pelaksanaan pclzrlp()r‘an p(‘l(lk% anaan di bidang
produksi tanaman  pangai, agribisnis, sumber
dava, perkebune m (lan p( nyuluhan; dan ‘

. pelaksanaan tugas l(nn \<m(7 diberikan oleh l\(‘]ml

4

Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

E Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha, écbzlgaima_nei dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, m(.‘mpui‘xp;ai gas

a. menyilapkan  konsep surat menyurat, pengetikan,
pengeandaan, ]x‘ncllslrll)usmn dan taw 1«.("\1})(1!1 serta

menyiapkan data re nc(ma 1\(*01(11 n UPI




b.

C.

(1)

(2)

melakukan l<€<fml<m : (Imlmslmsl ‘keuangan,
kepegawaian, kctdlaldksalmdn :pcrl_cngkéipzm,
kebersihan, kcamanan ddn-kctm tiban kantor:
memelihara  peralatan, pul( nwkdp(m keamenan,
kebersihan kantor: dan. me lxll\%dﬂcll\d kegiatan
keprotokolan serta me mmpl\an elavanan sarana dan
prasarana UPT; :

meclaksanakan pcmamduan (monitoring)’ dan cvaluasi
pclaksanaan program dan hasil-hasilnya;:

menyusun hasil cvaluasi pCldl\S(lﬂddﬂ kegiatan dan
permasalahan scb(m 1 bdhan lapm(m,‘(i(m
melaksanakan tugas lain _\(mﬂ (llb(lll\dn olch Kepala

Unit Pelaksana Teknis,

Baglan Ketlga
Pelaksana Urusan

Pasal 7

Pclaksana Urusan mclaksanak(m llugzls UPT scsuai
dengan uraian-tugas. o
Uralan tugas Pclak‘sana Urusan' ditctapkan olch

kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

asal 8

Kelompok  Jabatan [“Q:n”"si()ﬂzll mempunyal  tugas
mclaksanakan scbagian tugas UPT scsuar dengan
keahhian dan ke Lcmmplhm vang (hbmuhl\an

Kelompok Jabatan Fungsional schagaimana
dimaksud pada avat V("l').tcrclix;i dar scjim’ll:z‘lh tenaga,
dalam jenjang jabatan ,l't,lngsi;mz,ll »\,';11‘\1541’ terbagr dalam
berbagal kelompok sesuai (lcng‘:m bidéx‘ng keahhannya

atau kete 1<1mpil(mn\ Q.

(3) Jumlah tcnaga fungsl(mdl, J(‘ms d(m ]an ang jabatan

fungsional Sdegalde’]d dlmdkxud 1)(,1(,1(1 avat (2)
ditcntukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
vang diatur  berdasarkan peraturan perundang-

undangan vang berlaku.



'BABIV
TATA KERJA

. Pasalo. o

Kepala UPT wajib menyusun rencania kerja vang mengacu

pada rencana  strategis ‘Dindas s dengan melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi - dan® sinkronisasi  sccara
vertikal dan horisontal sertacmemberikan bimbingan dan

petunjuk kepada bawahannyva masing-masing,

--BABV . =
PENGISIAN JABATAN

L

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala -Sub - Bagian - Tata  Usaha
schbagaimana dimaksud -dalam- Pasal. 3, -diangkat- dan
diberhentikan  oleh Bupat - sesual - dengan  peraturan

perundang-undangan vang-berlakua.

" BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Pcraturan' Bupati-ini mulai ‘berlaku, maka
Pcraturan Bupati Sumcnep - Nomor® 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana - Teknis (Berita
Daerah Kabupaten sSumenep- Tahun 2009 Nomor 4095)
schagaimana telah  diubah dengan Peraturan  Bupati
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumcencep * Nomor 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pclaksana Teknis (Berita
Dacrah Kabupaten Sumcenep Tahun 2016 Nomor §)
chicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 13 JAN 2017

BUPA UMENEP

&,

i
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.
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Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : /4 Tahun 2017

Tanggal : 1 3 JAN 2017

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN

BUPA UMENEP

<
v'/
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.




